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ABSTRAK

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas strategis dalam memastikan seluruh
kegiatan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam,
sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga citra dan kredibilitas lembaga
keuangan syariah di mata masyarakat. Namun, dalam praktiknya, peran DPS sering
kali belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara teori dan
implementasi di lapangan, salah satunya karena DPS yang diangkat hanya berasal dari
kalangan ulama tanpa memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi, perbankan, dan
keuangan syariah. Kondisi tersebut mengakibatkan pengawasan syariah tidak berjalan
efektif, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatan
lembaga keuangan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study) dengan
pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dengan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif,
kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori, yaitu teori peran
dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
secara mendalam terkait peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah di BMT Al-
Muthi’in dan bagaimana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS di BMT Al-Muthi’in telah
melaksanakan perannya yaitu memberikan nasehat kepada pengawas dan pengurus
serta mengawasi kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip Syariah, Fungsi penilaian
terhadap pedoman operasional dilakukan melalui pengawasan rutin terhadap kegiatan
BMT Al-Muthi'in terkait akad-akad yang ada di BMT Al-Muthi'in, dan juga
melakukan evaluasi secara bulanan dan membuat laporan pada RAT, hanya saja dalam
pengembangan produk baru dan meminta fatwa kepada DSN-MUI terhadap produk
baru, DPS belum sepenuhnya berperan karena hingga saat ini tidak ada produk baru
yang dikembangkan di BMT Al-Muthi’in. Pengawasan DPS juga menghadapi
tantangan, antara lain keterbatasan jumlah DPS yang tersertifikasi, kesibukan DPS di
luar BMT ,serta kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, BMT, Peran DPS



ABSTRACT

The Sharia Supervisory Board has a strategic duty to ensure that all activities
of Islamic financial institutions comply with Islamic principles and laws. Therefore,
its existence is crucial in maintaining the image and credibility of Islamic financial
institutions in the eyes of the public. However, in practice, the role of DPS is often not
optimal. This is due to the gap between theory and implementation in the field, one of
which is because DPS members are appointed solely from among ulama without
sufficient competence in economics, banking, and Islamic finance. This condition
results in ineffective Sharia supervision, potentially leading to violations of Sharia
principles in the institution's operations.

This type of research is a case study with a descriptive-analytical approach.
Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data
analysis was conducted qualitatively using the theoretical framework of role theory
and the functions of the Sharia Supervisory Board. This study aims to analyze in-depth
the role of DPS in ensuring Sharia compliance at BMT Al-Muthi’in and to examine
the effectiveness of the supervision carried out by DPS.

The research findings indicate that the Sharia Supervisory Board (DPS) at
BMT Al-Muthi’in has carried out its role by providing advice to supervisors and
management, as well as overseeing cooperative activities in accordance with sharia
principles. The function of assessing operational guidelines is implemented through
routine monitoring of BMT Al-Muthi’in’s activities, particularly related to the
contracts (akad) applied within the institution, along with conducting monthly
evaluations and presenting reports at the Annual Members Meeting (RAT). However,
in terms of developing new products and requesting fatwas from the National Sharia
Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) for such products, the DPS has not
fully performed its role, as there have been no new products developed at BMT Al-
Muthi’in to date. The DPS’s supervision also faces several challenges, including the
limited number of certified DPS members, the external commitments of DPS members
outside BMT, and the gap between theory and practice in the field.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance, BMT, DPS Role.
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Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

@l N ol Ditulis Ahl ar-Ra’yi

Zdl Gl Ditulis Ahl
as-
Sunnah

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Lembaga keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat
signifikan, awal perkembangan ini di mulai dengan berdirinya Bank Syariah di
Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Seiring dengan
perkembangan zaman, Lembaga Keuangan Syariah mulai mendapatkan banyak
perhatian dari masyarakat Indonesia yang sebagian penduduknya beragama
Islam.!

Salah satu bentuk Lembaga keuangan Syariah yang berkembang pesat
adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang berkontribusi penting dalam
memberikan akses keuangan bagi masyarakat khususnya golongan menengah ke
bawah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. BMT sendiri yaitu
sebuah Lembaga keuangan yang dalam kegiatannya bertujuan untuk membantu
usaha-usaha produktif dalam mengembangkan kualitas ekonomi pengusaha
menengah ke bawah dengan menyediakan jasa pembiayaan maupun pinjaman

sesuai dengan prinsip Syariah.?

! Wizna Gania Balgis dan Tulus Sartono “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan
pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 10, No. 2, 2019,
him. 215-231.

2 Puji Heriyanto dkk., “Implementasi Undang-Undang Perkoperasian pada Perubahan Tata
Kelola di Koperasi Syariah al-Azhar” Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 2, 2023, him. 277-285.



Maka dari itu untuk memastikan setiap kegiatannya sesuai dengan prinsip
syariah maka perlu adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Seperti yang tertulis dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Koperasi No 11 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa: “Koperasi yang melaksanakan
kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas
Syariah”.®

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sendiri merupakan perwakilan dari
Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah, yang bertujuan untuk
mengawasi aktivitas operasional lembaga keuangan syariah agar tetap sejalan
dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
Pasal 109 menyebutkan: 1. Perusahaan yang menjalankan bisnis yang berbasis
prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris memiliki Dewan
Pengawas Syariah; 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas seorang yang ahli syariah atau lebih yang ditunjuk oleh RUPS atas
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI); 3. Dewan Pengawas Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petunjuk dan nasihat kepada Direksi
dan mengawasi kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip

Islam.*

3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia Nomor
11/PER/M.KUKM/XI1/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah oleh Koperasi

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas



DPS memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa operasional
lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran
DPS meliputi pengawasan terhadap implementasi syariah sekaligus mendukung
agar tercapainya Magasid Syariah, yakni tujuan utama hukum Islam yang
mencakup keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, DPS harus
memiliki pemahaman yang mendalam tentang Figih Muamalah dan keuangan agar
dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif.

Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi olen DPS dalam
menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya
independensi dan kompetensi anggota DPS, yang dapat mempengaruhi efektivitas
pengawasan syariah, terutama di lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat
Tamwil (BMT) yang memiliki karakteristik berbeda dari bank syariah. Penelitian
menunjukkan bahwa DPS yang tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam
ilmu syariah dan keuangan dapat menyebabkan pelanggaran prinsip syariah dalam
operasional lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan
syariah untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan pelatihan yang memadai
bagi anggota DPS agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.®

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, DPS harus memenuhi kualifikasi

tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang DPS perlu memiliki perangkat

5 Akhmad Faozan “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan
Syariah” el- JIZYA Vol. 2 No. 1 2014 him. 23-40.

® Wahyu Faizal Aditia dkk., “Peluang dan Tantangan Akuntansi Syariah pada Lembaga
Keuangan Syariah” ECOTECHNOPRENEUR Vol. 2 No. 1 2023 him. 11-20.



keilmuan yang memadai. Dengan demikian, DPS tidak cukup hanya berasal dari
individu yang memiliki pemahaman di bidang keuangan dan perbankan semata,
tetapi juga tidak cukup apabila hanya berasal dari kalangan ulama atau
cendekiawan muslim yang tidak memahami operasional perbankan dan ilmu
ekonomi keuangan. Seorang DPS idealnya memiliki kompetensi yang
mengintegrasikan pemahaman mendalam terhadap figh muamalah dengan
pengetahuan mengenai sistem dan operasional lembaga keuangan syariah,
sehingga dapat memastikan pelaksanaan kegiatan lembaga sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah.’

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak optimal dalam
mengawasi praktik kepatuhan syariah dapat merusak citra dan kredibilitas
lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pandangan serta
penilaian masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kepercayaan
mereka terhadap lembaga keuangan syariah. Salah satu kesalahan dalam
penetapan DPS di Indonesia adalah mengangkat individu yang terkenal di
kalangan organisasi kemasyarakatan Islam atau memiliki reputasi sebagai ulama,
namun tidak memiliki kompetensi di bidang ekonomi, perbankan, dan keuangan
syariah. Oleh karena itu, peran dan fungsi DPS memiliki urgensi yang tinggi dalam

menjaga kemurnian ajaran Islam, khususnya dalam bermuamalah dan praktik

" Ma’unatun Nadhifah dkk., “The Role Of Sharia Supervisory Board (DPS) In Implementing
Sharia Principles In Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Products” IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan
Syariah, Vol. 6, No. 1, 2022, him. 49-63.



lembaga keuangan syariah. Kurang optimalnya peran DPS dapat membuka
peluang terjadinya penyimpangan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan
kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.®

Penelitian ini berfokus pada BMT Al-Muthi’in sebagai objek untuk
menggali peran dan tantangan DPS dalam konteks lembaga keuangan mikro
syariah. Melalui analisis mendalam, diharapkan penelitian ini tidak hanya
memberikan kontribusi akademis terhadap literatur terkait pengawasan syariah,
tetapi juga wawasan praktis bagi pengelolaan BMT dan lembaga sejenis di
Indonesia.

Alasan melakukan studi kasus di BMT Al-Muthi’in adalah karena menurut
data dari Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH) DIY, BMT Al-Muthi’in
pernah menjadi salah satu BMT terbaik yang ada di Provinsi Yogyakarta
khususnya di Kabupaten Bantul. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan
studi kasus di BMT Al-Muthi’in.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut terkait efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah di BMT
dengan mengambil judul “PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH (STUDI KASUS DI BMT
AL-MUTHPI’IN)”.

B. Rumusan Masalah

8 Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad “Studi Independensi DPS Perbankan Syariah di
Indonesia” Bisnis, Vol. 9, No. 1, 2021, him. 1-16.



Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,

maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah di BMT al-
Muthi’in?

2. Apa saja tantangan yang dihadapi DPS dalam menjalankan fungsinya?

C. Tujuan Penelitian

D.

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka

tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah
pada operasional BMT Al-Muthi’in.

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi DPS
dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah.

Manfaat

Dalam mencapai tujuan di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum islam.

2. Secara praktis
a. Untuk dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan DPS, baik

melalui pelatihan kompetensi maupun perumusan kebijakan yang

mendukung terhadap pengawasan syariah.



b. Menambah wawasan secara umum mengenai peran Dewan Pengawas
Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya BMT.
c. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau acuan referensi bagi

penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Setelah menelusuri literatur tentang Dewan Pengawas Syariah, penulis
menemukan beberapa penelitian terdahulu mengenai topik yang sama dengan
penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Meki Supianto yang berjudul “Analisis Peran
Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS
Safir Kota Bengkulu”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada praktek yanf
dilakukan oleh DPS terhadap praktek produk deposito dan rahn di PT. BPRS Safir
Kota Bengkulu memiliki keterbatasan wewenang sebagai pemimpin sehingga
pengawasan terhadap produk deposito dan rahn hanya bersifat masukan dan saran,
baik di minta maupun tidak diminta oleh direksi, karyawan ataupun nasabah.®
Penelitian tersebut berfokus pada pengawasan terhadap Deposito dan Rahn,
sedangkan peneliti membahas tentang peranan DPS dalam menjamin kepatuhan

syariah.

® Meki Supianto “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito
dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu”, Skripsi, Institut Islam Agama Negeri (IAIN) Bengkulu,
2017.



Penelitian yang ditulis oleh Labib Fahmi yang berjudul “Implementasi
Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance (studi kasus di BPRS Al
Salaam Amal Salman”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa secara umum
pengawasan yang dilakukan oleh DPS sudah sesuai dengan syariah islam dan
dapat dikatakan optimal, namun terdapat persoalan produk yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah.'° Penelitian ini sama-sama membahas tentang kepatuhan
syariah pada DPS namun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu pada
objeknya, penelitian tersebut melakukan penelitian di BPRS sedangakan peneliti
akan melakukan penelitian di BMT.

Penelitian yang ditulis oleh Yurike Aulyana Putri yang berjudul “Peran

2

Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah”. Dalam penelitiannya
menjelaskan bahwa DPS secara general telah melakukan perannya yaitu
melakukan pengecekan benar atau tidaknya produk dalam perbankan tersebut
sesiau dengan prinsip syariah.!! Penelitian ini sama-sama membahas tentang DPS,
namun pada penelitian tersebut hanya penjelasan berupa peran DPS secara umum

saja sedangkan peneliti akan membahas peran DPS dalam menjamin kepatuhan

syariah.

10 Labib Fahmi “Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance
(studi kasus di BPRS Al Salaam Amal Salman), Skripsi, Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2022.

1 Yurike Aulyana Putri “Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Jambi Syariah” Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.



Penelitian yang ditulis oleh Annisa Thahara yang berjudul “Peran Dewan
Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank
Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan)"”. Hasil dari penelitian tersebut
menjelaskan bahwa DPS di Bank Muamalat KCU Padangsidempuan dalam
mengawasi, mengontrol dan memeriksa tidak pernag melakukan pengawasan
secara langsung, melainkan melakukan pengawasan memeriksa laporan keuangan
Bank pada akhir tahun.'? Penelitian tersebut secara garis besar hanya membahas
secara umum mengenai Dewan Pengawas Syariah sedangkan peneliti akan
membahas lebih lanjut mengenai tantangan dan efektifitas peran Dewan Pengawas
Syariah.

Penelitian yang ditulis oleh Mulyadin yang berjudul “Analisis Pelaksanaan
Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya pada Bank Syariah di Kota
Makassar (studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu
Panakukkang)”. Hasil dari penelitian tersebut secara umum pelaksanaan tugas
DPS vyaitu memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank,
penelitian aspek syariah dan pemberian opini terhadap konsep operasional dan

produk syariah.® Penelitian tersebut hanya menganalisis tentang pelaksanaan

12 Annisa Thahara “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan
Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan)” Skripsi, Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022.

¥Mulyadin “ Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya
pada Bank Syariah di Kota Makassar (studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu
Panakukkang) Skripsi, Universita Muhamadiyah Makassar, 2021.
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tugas DPS sedangkan peneliti akan mencoba menganalisis pada peran DPS dalam
menjamin kepatuhan syariah.

Kerangka Teori

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menjadi dasar hukum yang mengatur
operasional koperasi berbasis syariah di Indonesia. Salah satu ketentuan penting
dalam peraturan ini adalah kewajiban bagi Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (USPPS) untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam regulasi tersebut, keberadaan DPS diatur dalam Pasal 15. DPS
berfungsi sebagai lembaga pengawasan internal yang bertugas memastikan bahwa
seluruh aktivitas koperasi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
DPS harus berjumlah minimal satu orang, diangkat oleh Rapat Anggota atau Rapat
Anggota Khusus, serta memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI) sebelum ditetapkan secara resmi.

Keberadaan DPS memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan
kredibilitas koperasi syariah. DPS tidak hanya bertugas memberikan pengawasan
secara normatif, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan arahan,
nasihat, dan opini syariah terhadap produk, akad, maupun kegiatan usaha koperasi.
Dengan peran tersebut, DPS menjadi jembatan antara pelaksanaan kegiatan

ekonomi koperasi dengan ketentuan syariah Islam.



11

Regulasi ini mempertegas bahwa keberadaan DPS bukan sekadar pelengkap
struktural, tetapi merupakan bagian integral dari sistem tata kelola koperasi
syariah yang bertujuan menjamin kepatuhan syariah (sharia compliance). Oleh
karena itu, DPS dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang fikih muamalah,
memahami praktik keuangan syariah, serta memiliki integritas keilmuan dan
profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu yang pada hakikatnya untuk mengumpulkan
informasi mengenai pokok kajian umtuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.'*
Maka metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian studi

kasus (case study) yaitu penelitian yang merujuk kepada suatu tempat atau

pada responden, yang dalam hal ini BMT Al-Muthi’in.*®
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif-analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan

untuk menggambarkan kerekteristik suatu fenomenan yang akan diteliti.fokus

utama penelitian ini untuk menjelaskan apa yang terjadi, tanpa menjelaskan

14 Manotar Tampubolon “Metode Penelitian”. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI,
2023
15 1bid him. 35
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mengapa bisa terjadi. Peneliti akan menganalisa secara rinci data terkait peran

DPS dalam menjamin kepatuhan syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a.

b.

C.

Observasi

Observasi merupakan proses merekam suatu kejadian atau kegiatan
seseorang atau kelompok tanpa bertanya atau berkomunikasi dengan
pihak tersebut. ¥ Penelitian ini menggunakan observasi terhadap
efektivitas kinerja DPS di BMT Al-Muthi’in.

Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu melibatkan interaksi
langsung antara peneliti dan informan melalui tanya jawab. Dalam hal ini
peneliti mewawancarai para DPS di BMT al- Muth’in dan pihak lain yang
sekiranya dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk menelusuri dan
menganalisis informasi yang tersimpan dalam bentuk dokumen.
Dokumen dapat berupa foto, arsip, laporan, ataupun berbagai bentuk

media lainnya yang menyimpan informasi yang dibutuhkan.

4. Analisis Data

16 Observasi  https://psikologi.fisip-unmul/wp-content/uploads/2016/06/OBSERVASI.pdf.
Diakses pada 08 Desember 2024



https://psikologi.fisip-unmul/wp-content/uploads/2016/06/OBSERVASI.pdf
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Teknik yang digunakan menganalisis data-data yang sudah terkumpul adalah
dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan konsep metode
penelitian kualitatif yang menggambarkan temuan secara sistematis yang
mendukung teori analisis.
H. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan kejelasan dan keteraturan informasi, maka penulis menyusun
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 menjelaskan teori yang menjadi dasar dalam penyelesaian
penelitian. Membahas lanjut mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS),
Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Bab 3 menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu BMT
Al-Muthi’in dan membahas secara umum tentang Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang ada di BMT Al-Muthi’in.

Bab 4 merupakan inti dari pembahasan, dimana pada bab ini peneliti
menganalisa dan mengangkat permasalahan. Bab ini membahas lebih lanjut
tentang peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah di BMT al- Muthi’in.

Bab 5 merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari peneliti dan
saran-saran kepada pihak terkait. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok

permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Peran DPS di BMT Al-Muthi’in telah sejalan dengan permenkop NO.

2.

11/Per/M.KUKM/XI11/2017 dimulai dari memberikan nasehat kepada
pengawas dan pengurus serta mengawasi kegiata koperasi sesuai dengan
prinsip syariah, Fungsi penilaian terhadap pedoman operasional dilakukan
melalui pengawasan rutin terhadap kegiatan BMT Al-Muthi'in terkait akad-
akad yang ada di BMT Al-Muthi'in, dan juga melakukan evaluasi secara
bulanan dan membuat laporan pada RAT, hanya saja dalam pengembangan
produk baru dan meminta fatwa kepada DSN-MUI terhadap produk baru, DPS
belum sepenuhnya berperan karena hingga saat ini tidak ada produk baru yang
dikembangkan di BMT Al-Muthi’in.

Tantangan yang dihadapi DPS dalam menjalankan fungsinya meliputi
keterbatasan jumlah sumber daya manusia bersertifikasi syariah, tuntutan
profesionalisme di tengah keterbatasan, keharusan bersikap proaktif dalam
menjaga kepatuhan syariah, kesibukan DPS di luar BMT yang berdampak
pada efektivitas pengawasan, serta tantangan dalam melakukan edukasi dan

internalisasi nilai-nilai syariah kepada seluruh pengelola dan karyawan BMT.

B. Saran

68
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Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak BMT agar senantiasa menjaga kepercayaan
masyarakat dengan menciptakan produk yang benar-benar sesuai dengan
prinsip syariah Islam, sehingga dapat terhindar dari unsur riba.

2. Diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah agar dapat meningkatkan
intensitas pengawasan dan pendampingan terhadap operasional BMT,
termasuk memberikan masukan secara berkala terkait akad dan produk yang
dijalankan. Dengan demikian, prinsip syariah dapat terjaga secara optimal
dalam seluruh kegiatan BMT.

3. Diharapkan kepada pihak berwenang untuk terus mendukung penguatan
regulasi dan sertifikasi DPS pada BMT, agar fungsi pengawasan syariah dapat
berjalan optimal dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

keuangan syariah.
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